
Himpunan Lemharan Daerah Tahun 2004 

LEMBARAN DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR: 49 TAHUN : 2004 SERI : D NOMOR : 22 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR 38 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR CATATAN SIPIL DAN REGISTRASI PENDUDUK 

KABUPATEN KEBUMEN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEBUMEN, 

Menimbang a. bahwa dengan telah diterbitkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah dan Keputusan Bersama 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
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Mengingat 

404 

tentang Pedoman Organisasi 
Per ngkat Daerah dan Peraturan 
Pe erintah Nomor 9 T ahun 2003 tentang 
We enang Pengangkatan, Pemindahan 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
ma a perlu penyesuaian kelembagaan; 

b. bah a sehubungan dengan hal tersebut, 
ma a semua peraturan-peraturan yang 
me gatur mengenai Susunan Organisasi 
dan Tata Kerja Lembaga T eknis Daerah 
Kab paten Kebumen perlu ditinjau dan 
diat r kembali; 

C. bahf a untuk melaksanakan maksud 
ters but diatas, perlu ditetapkan dengan 
Per turan Daerah untuk mengaturnya. . 

1. Und~ng-undang Nomor 13 Tahun 1950 
tent ng Pembentukan Daerah-daerah 
Kab paten da!arn Lingkungan Propinsi Jawa 
Ten ah jo. · t-Jeraturan Pemerintah Nomor 32 
Tah n 1950 tentang Penetapan Mulai 
Berl kunya Undang-undang Nomor 13 
Tah n 1950; 

2. Und ng-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tent ng Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Neg ra Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 
Lem aran Negara Nomor 3839); 

3. Und ng-undang Nomor 25 Tahun 1999 
tent ng Perimbangan Keuangan Antara 
Pem rintah Pusat dan Daerah ( Lembaran 
Neg ra Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan 
Lem aran Negara Nomor 3848 ); 

4. Pera uran Pemerintah Nomor 25 Tahun 
200 tentang Kewenangan Pemerintah dan 
Kew nangan Propinsi sebagai Daerah 
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Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3952); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 
2000 tentang Pengelolaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 
( Lembaran Negara T ahun 2000 Nomor 
202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4022); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
tentang Pedoman Organisasi Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4262); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 T ahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, 
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil {Lembaran Negara Tahun 2003 
Nomor · 15, T ambahan Lembaran Negara 
Nomor4263); 

8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 
tentang Teknik Penyusunan Peraturan 
Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah dan Rancangan 
Keputusan Presiden (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 70); 

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 
130-67 T ahun 2002 tentang Pengakuan 
Kewenangan Kabupaten dan Kata; 

10. Kdputusan Bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 
01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

405 



Himpunan Lembaran Dae ah Tahun 2004 

eraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 
t ntang Pedoman Organisasi Perangkat 

aerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 
ahun 2003 tentan_g Wewenang 
engangkatan, Pemindahan dan 
emberhentian Pegawai Negeri Sipil, 

11. eputusan Dewan Perwakilan Rakyat 
aerah Kabupaten Kebumen Nomor : 

7 /KPTS-DPRD/2001 tentang Peraturan 
T ta T ertib Dewan Perwakilan Rakyat 
D erah Kabupaten Kebumen. 

DEWAN PERWAKI AN RAKYAT DAERAH KABUPATEN 

KEBUMEN 

EMUTUSKAN 

Menetapkan PERA~URAN DAERAH KABUPATEN 
KEBU EN TENTANG PEMBENTUKAN 
ORG NISASI DAN TATA KERJA KANTOR 
CATA AN SIPIL DAN REGISTRASI 
PEND DUK KABUPATEN KEBUMEN. 

BABI 

K TENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah i i yang dimaksud oengan : 
1. Daerah adalah Kabupa en Kebumen; 
2. Pemerintah Daerah ad lah Pemerintah Kabupaten Kebumen ; 
3. Peraturan Daerah dalah Peraturan Daerah Kabupaten 

Kebumen; 
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4. Bupati adalah Bupati Kebumen; 
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kebumen; 
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kebumen; 
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan . 

Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen; 
8. Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk adalah Kantor 

Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen; 
9. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi 

Penduduk Kabupaten Kebumen; 
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri 

Sipil di Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk, Unit 
Pelaksana Teknis Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk 
yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang sesuai bidang keahliannya masing-masing ; 

11. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kebumen. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk Kabupaten Kebumen. 

BAB Ill 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian .Pertama 
Kedudukan 

Pasal3 

(1) Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk adalah unsur 
Lembaga Teknis Daerah di bidang catatan sipil dan registrasi 
penduduk. 
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(2) Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk dipimpin oleh 
seorang Kepala Kan or yang dalam melaksanakan tugasnya 
berada di bawah dan ertanggung jawab kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah. 

agian Kedua 

Tuga Pokok dan Fungsi 

Pasal 4 

Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk mempunyai tugas 
pokok membantu Bupat dalam penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah dibidang catatan si ii dan registrasi penduduk. 

Pasal5 

Untuk melaksanakan tuga pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 
Peraturan Daerah ini, Kant , r Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk 
mempunyai fungsi : 

a. pelaksanaan penyusunan rencana dan 

b. 

C. 

d. 
. e. 

f. 

g. 

h. 
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pengembangan kegi tan pendaftaran, pencatatan serta 

registrasi perpindahan enduduk; 
pelaksanaan pembin an umum dan teknis administrasi 
registrasi kependuduk n; 

pelaksanaan pencatat n dan penerbitan Akta Kelahiran; 

pelaksanaan pencatat n dan penerbitan Akta Kematian; 

pelaksanaan pencatatan dan penerbitan Akta Perkawinan; 

pelaksanaan pencatatai dan penerbitan Akta Perceraian; 
pelaksanaan pencatata dan penerbitan Akta Pengakuan dan 
Pengesahan Anak ; . · 

pelaksanaan pengelola n data registrasi penduduk. 
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BABIV 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 
Susunan Organisasi 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Registrasi 
Penduduk terdiri dari : 

a. Kepala Kantor;. 
b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Kelahirah, Kematian, Perkawinan, Perceraian, 

Pengakuan dan Pengesahan Anak; 
d. Seksi Arsip Dokumentasi dan Perubahali; 
e. Seksi Registrasi Kependudukan; 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Catatan Sipil dan Registrasi 
Penduduk sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan 
Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. 

Bagian Kedua 
Kepala Kantor 

Pasal7 

Kepala Kantor Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk mempunyai 
tugas memimpin pel~ksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana 
dimaksud Pasal 4 dan 5 Peraturan Daerah ini 

Bagian Ketiga 
Sub Bagian Tata Usaha 
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Pasal8 

(1) Sub Bagian Tat Usaha mempunyai tugas melaksanakan 
urusan dan mem erikan pelayanan teknis dan administrasi di 
bidang perencana n, umum, kepegawaian, kepada semua 
unsur dalam ling ungan Kantor Catatan Sipil dan Registrasi 
Penduduk. 

(2) Sub Bagian Tata 
Bagian yang dala 
dan bertanggung j 

Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub 
melaksanakan tugasnya berada di bawah 
ab kepada Kepala Kantor. 

Pasal9 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8 
Peraturan Daerah ini, S b Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyu unan rencana program kegiatan dan 

pelaporan serta pe~binaan organisasi dan tata laksana; 
b. pelaksanaan penge olaan administrasi keuangan; 
c. pelaksanaan penge olaan administrasi kepegawaian; 
d. pelaksanaan urusa~ surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, 

rumah tangga dan Aerlengkapan; · 
e. pelaksanaan evalua i dan pelaporan. 

Bagian Keempat 
Seksi Kelahiran, ematian, Perkawinan, Perceraian, 

Pengak an dan Pengesahan Anak 
Pasal10 

(1) Seksi Kelahiran, Ke atian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan 
dan Pengesahan nak mempunyai tugas melaksanakan 
sebagian tugas Kant r Catatan Sipil dan Registrasi Penduduk di 
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bidang pelayanan pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan 
dan perceraian, pengakuan dan pengesahan anak bagi Warga 
Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. 

(2) Seksi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan 
dan Pengesahan Anak dipimpin oleh seorang Kepala Seksi 
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

Pasal11 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10 
Peraturan Daerah ini, Seksi Kelahiran, Kematian, Perkawinan, 
Perceraian, Pengakuan dan Pengesahan Anak mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan 

penelitian berkas permohonan, pengelolaan data serta 
penerbitan kutipan Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia 
dan Warga Negara Asing; 

b. pelaksanaan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan 
penelitian berkas permohonan, pengelolaan data serta 
penerbitan kutipan Akta Kematian bagi Warga Negara Indonesia 
dan Warga Negara Asing; 

c. pelaksanaan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan 
penelitian berkas permohonan, pengelolaan data serta 
penerbitan kutipan Akta Perkawinan bagi Warga Negara 
Indonesia dan Warga Negara Asing; 

d. pelaksanaan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan 
penelitian berkas permohonan, pengelolaan data serta 
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penerbitan kutipan Akta Perceraian bagi Warga Negara 
Indonesia dan Warg Negara Asing; 

e. pelaksanaan pen pendaftaran, pemeriksaan dan 
penelitian berkas permohonan, pengelolaan data serta 
penerbitan kutipan A a Pengakuan dan Pengesahan Anak. 

okumentasi dan Perubahan 
Pasal12 

( 1) Seksi Arsip Dokum ntasi dan Perubahan mempunyai tug as 
pokok melaksanakaj sebagian tugas Kantor Catatan Sipil dan 
Registrasi Pendud k di bidang dokumentasi, informasi, 
penyimpanan dan perubahan Akta-akta ·catatan sipil, 
administrasi kepend dukan bagi Warga Negara Indonesia dan 
Warga Negara Asin . 

(2) Seksi Arsip Dokume tasi dan Perubahan dipimpin oleh seorang 
Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di 
bawah dan bertangg ng jawab kepada Kepala Kantor. 

Pasal13 

Untuk melaksanakan t ·gas sebagaimana dimaksud Pasal 12 
Peraturan Daerah ini, Arsip Dokumentasi dan Perubahan 
mempunyai fungsi : 
a. pelaksanaan penyi panan peng"'!lolaan dan pemutakhiran data

data kependudukan an catatan sipil; 
b. pelaksanaan pembe ian informasi data-data kependudukan dan 

catatan sipil; 
c. pelaksanaan penyul han kependudukan dan catatan sipil; 
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d. pelaksanaan pembuatan surat pengantar sidang ke Pengadilan 

Negeri bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing 

dalarn hal perubahan / ganti nama; 

e. pelaksanaan pemberian penggantian narna yang diminta di 
da!am Akta Ke!ahiran permohonan dengan cara mernbc·rikan 
catatan tambahan di bawah Akta tentang nama baru yang 

dikehendaki dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan 

Sipil dan Registrasi Penduduk agar dlakui keabsahannya; 

f. pelaksanaan pembuatan surat keterangan, kutipan ke ii warga 

masyarakat yang telah mempunyai Akta, dikarenakan hilang, 

rusak dengan cara pernohon menunjukkan Surat Bukti Serita 

Kehilangan dari kepolisian. 

Bagian Keenam 
Seksi Registrasi Kependudukan 

Pasal14 

(1) Seksi Registrasi Kependudui<an mempunyai tugas 

melaksanakan sebagian tugas Kantor Catatan Sipil dan 

Registrasi Penduduk di bidang administrasi registrasi 

kependudukan. 

(2) Seksi Registrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala 

Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. 

Pasal15 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14 

Peraturan Daerah ini, Seksi Registrasi Kependudukan mempunyai 
fungsi: 
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a. pelaksanaan pe teknis administrasi registrasi 

kependudukan; 

b. pelaksanaan pengu pulan bahan penyusunan pedoman dan 

petunjuk teknis pembinaan administrasi registrasi 

kependudukan; 

c. pelaksanaan penerti an dan pengkoordinasian pemberian Kartu 

Tanda Penduduk da Kartu Keluarga bersama-sama aparat lain 

yang ditunjuk Bupati 

d. pelaksanaan pe yediaan sarana dan · prasarana 

penyelenggaraan ad inistrasi registrasi kependudukan; 

e. pelaksanaan pelapo an hasil Pendataan Penduduk Kecamatan 

ke Propinsi Jawa Te gah. 

Bagian Ketujuh 

Kelom ok Jabatan Fungsional 

Pasal16 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 

dalam jenjang jabat n fungsional yang dipimpin oleh seorang 

tenaga fungsional s nior selaku ketua kelompok yang dalam 

melaksanakan tu asnya berada di bawah dan 

bertanggungjawab epada Kepala Kantor Catatan Sipil dan 

Registrasi Penduduk 
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(2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan 

sub kelompok sesuai kebutuhan. 

(3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis 

dan beban kerja. 

(4) Pembinaan terhadap jabatan fungsional dilaksanakan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

BABV 

TATA KERJA 

Pasal17 

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam 

lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain dalam 

lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing

masing. 

Pasal18 

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kantor Catatan 

Sipil dan Registrasi Penduduk wajib mengawasi bawahan 

masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 

langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang

undangan yang berlaku. 
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(2) Setiap pimpinan satu n organisasi di lingkungan Kantor Catatan 

Sipil dan Registr Penduduk bertanggungjawab untuk 

membina, memimpi dan mengkoordinasikan bawahannya 

masing-masing sert memberikan pedoman, bimbingan dan 

petunjuk bagi pelaks naan tugas bawahan. 

(3) Setiap pimpinan s tuan organisasi wajib mengikuti dan 

mematuhi petunjuk atasannya serta bertanggungjawab dan 

melaporkan hasil pel ksanaan tugasnya kepada atasan masing

masing secara berkal tepat pada waktunya. 

(4) Dalam rangka melak anakan tugasnya, setiap pimpinan satuan 

organisasi dibantu nit kerja yang berada dibawahnya dan 

dalam rangka pem erian t,imbingan dan petunjuk-petunjuk 

terhadap bawahan m sing-masing pimpinan wajib mengadakan 

rapat berkala. 

BAB VI 

PENGANG TAN DALAM JABATAN 

Pasal19 

Kepala Kantor, Kepala S b Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan 

diberhentikan oleh pejaba yang beiwenang berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yan berlaku. 

416 



Himpunan Lembaran Daerah Tahun 2004 

Pasal20 

Pejabat - pejabat lainnya di lingkungan Kantor Catatan Sipil dan 

Registrasi Penduduk diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang 

berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BAB VII 

KETENTUANPENUTUP 
Pasal21 

Hai-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang 

mengenai pelaksanaan_nya akan diatur kemudian oleh Bupati. 

Pasal22 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal23 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan 

Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2001 tentang 
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Pembentukan Org nisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten ebumen dinyatakan tidak berlaku lagi. 

(2) Peraturan Daerah i i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peratur n Daerah ini dengan penempatannya dalam 

Lembaran Daerah Kab paten Kebumen. 

Diundangkan di Keb men 
pada tanggal 8 Juni 004 

SEKRETARIS DAE 
KABUPATEN KEBU 

t.t.d 

H. SUROSO S 
Pembina Utama M da 

NIP. 010 138 04 

Ditetapkan di Kebumen 
pada tanggal 

BUPATI KEBUMEN, 

t.t.d 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 
NOMOR49. 
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LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 
NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG 
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KER.IA 
KANTOR CATATAN SIPIL DAN REGRISTRASI PENDUDUK 
KABUPATEN KEBUMEN 

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI 
KANTOR CATATAN SIPIL DAN REGRISTRASI PENDUDUK 

. KABUPATEN KEBUMEN 

I 
KR. JABATAN FUNGSKlNAL 

I I I I 
I I I 1-

I 
SEJ<SI 

KELAHIRAN, KEW.TWI, 
PERKAWINAN; PERCEAAIAH, 

PENGAICUAN !WI PENGESAHAH 
ANN( 

Diundangkan di Kebumen 
pada tanggal 8 Juni 2004 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KEBUMEN 

t.t.d 

H. SUROSO, SH 
Pembina Utama Muda 

NIP. 010 138 040 

I KEPALA KANTOR I 
I SUBIIAGIAH 

I TATAUSAHA 

I 
SEICSI SEKSI 

AAS/P OOIWIEfTASI !WI REGRlSTRAS1 
PERUIIAHAN KEPENOUOUICAN 

BUPATI KEBUMEN 

tt.d 

RUSTRININGSIH 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2004 ~IJMOR 49. 

I 
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ENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DA RAH KABUPATEN KEBUMEN 

R 38 TAHUN 2004 

TENTANG 

PEMBENTUKAN O GANISASI DAN TATA KERJA 
KANTOR CATATAN SIPIL DAN REGISTRASI PENDUDUK 

KABU ATEN KEBUMEN 

I. UMUM 

Bahwa deng n telah diberlakukannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tjhun 2003 tentang Pedoman Organisasi 
Perangkat Daerah an Keputusan Bersama Menteri 
Pendayagunaan Aparat . r Negara dan Menteri Dalam Negeri 
Nomor : 01/SKB/M.PA /4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Petunjuk Pelak anaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2003 tentang Ped man Organisasi Perangkat Daerah dan 
Peraturan Pemerintah N mor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang 
Pengangkatan, Pemi dahan dan Pemberhentian Pegawai 
Negeri Sipil, maka P~raturan Daerah Kabupaten Kebumen 
Nomor 3 Tahun 2001 te 'lltang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Lembaga Teknis D erah Kabupaten Kebumen perlu ditinjau 
dan diatur kembali. 

Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud 
tersebut diatas, maka pe lu ditetapkan dengan Peraturan Daerah 
untuk mengaturnya. 

11. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
Cukup jelas 
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Pasal2 
Cukup jelas 

Pasal3 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal4 
Cukup jelas 

Pasal5 

Huruf a 

Huruf b 

Huruf c 

Huruf d 

Huruf e 

Huruf f 

Huruf g 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Cukup jelas 

Perkawinan yang dicatat dan diterbitkan 
aktanya oleh Kantor Catatan Sipil dan 
Registrasi Penduduk adalah perkawinan 
non - Islam ( perkawinan bagi mereka yang 
memeluk agama selain Islam ). 

Perceraian yang dicatat dan diterbitkan 
aktanya oleh Kantor Catatan Sipn dan 
Registrasi Penduduk adalah perceraian non 
- Islam ( perceraian bagi mereka yang 
memeluk agama selain Islam ). 

Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak 
merupakan akta yang diperuntukkan bagi 
anak yang lahir di luar perkawinan yang sah 
menurut undang - undang yang berlaku. 
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Huruf h 

Pasal6 
Ayat ( 1 ) 

P ngakuan dan Pengesahan Anak berlaku 
b i mereka yang tunduk pada Staatsblad 
1 9 dan Staatsblad 1917 ( Golongan 
Er pa dan Tionghoa ). 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal7 
Cukup jelas 

Pasaf 8 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jela 
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Pasal 11 
Cukup jelas 

Pasal 12 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Pasal 15 
Cukup jelas 

Pasal 16 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jelas 

Ayat ( 2) 
Cukup jelas 

Ayat ( 3) 
Cukup jelas 

Ayat ( 4) 
Cukup jelas 
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Pasal 17 
Cukup jelas 

Pasal 18 
Ayat ( 1) 

Cukup jela 

Ayat ( 2) 
Cukup jela 

Ayat ( 3) 
Cukup jela 

Ayat ( 4) 
Cukup jela 

Pasal 19 
Cukup jelas 

Pasal20 
Cukup jelas 

Pasal21 
Cukup jelas 

Pasal22 
Cukup jelas 

Pasal23 
Ayat ( 1 ) 

Cukup jela 

Ayat ( 2) 
Cukup jela 


